
BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : Io9 TAHUN 2a77

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN I/VASWADI
KBCAMATAN LOLONG GUBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa sesuai peraturan pemerintah Nomo r 43 Tahun
2014 fenfang Peraturan pelaksanaan undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seibagaimana
teiah diubah dengan peraturan pemerintah Nornor 4T
Taftun 2015 fenfang Ferubahan Atas perafuran
Pemerintah Nomor 43 Tahun zol4 tentang peraturaa
Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tanrun 2a1F
tentang Desa Pasal I0 ayat (5j, maka dipanrfang perru
menetapkan Peraturan Bupati tentang penrbentukan
Desa Persiapan;

b- bahwa pembentukan Desa persiapan dirnaksudkan
untuk meningkatkan pelayanan publik guna
terwujudnya kesejahteraan masya.rakat di wilayah
Desa Persiapan Waswadi;

c- bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga_rmana
dimaksudkan pada huruf a dan huruf b dia-tas, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Buru tentang
Pembentukan Desa persiapan v/aswadi Kecamatan
Lolong Guba.

Mengingat : 1. undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
1999 tentang Pembentukan provinsi Maluku utara,
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7999 Nomor r74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 38g$l, sebagairnana telah
diubah dengan undang-undaag Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2ooo tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 46 Tahun lggg rentang penrbentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembar.aa Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan
l,embaran Negara
Nomor 3961);

Republik Indonesia



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4" tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1+ Nomor 2+4, Tarmbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang I Tahun 2015' tentaag
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang hlomor 23

Tahun 2A14 tentang Pemerinfahan Daerah {ternbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2OO4 Tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2011 Tentaag Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (l,embaran $legara Republik lndonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembartrn Negara

Republik Indonesia Nomor 5*a\
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2Ol4 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2OL4 lr{omor 7, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $a95);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2414 tentang
Peraturan Petaksanaan Undang-Undang Nornor 6
Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 723, Tambahan
Lembanan Negara Republik lndonesia Nornor 553qi

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Ferubahan

Atas Peraturan Pernerintah Nomor 43 Tahun 2O1+

tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2A74 ten.tang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomnr 157, Ta"mbahan Irmbaran l\tegara Republik
indonesia Nomor 5717\;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

d,an Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2014 Nomor 168, 'Iambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5558)

sebagaimana. telah diubah bebetapa" kali terakbrir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 T'ahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Eersumber Dari Anggaran Pendapatan da-'n Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 5?, Tambahan Lembaran Negarei Republik

Indonesia Nomor 586a);

-J.

4.

5.

6.



8.

9.

peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2ol7 tentang Penataan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 llomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 25 tahun
2OA7 tentang Pembentukan susunan organisasi dan

Tata Kerja Kecamatan (Lemtraran Daerah Kabupaten

Buru Tahun 2OO7 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Buru Nomor 25)-

MEMUTUSKAT{

Menetapkao : PERATURAN
PHUBTNTUKAN

BUPATI BURU
DISA

LOLONG GUBA

TENTANG
PERSIAPAN

WASIIIADIKECAMATAIT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l_. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru;

2. Bupati adalah BuPati Buru;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yalg selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Buru;

4. Camat adalah Camat di Kabupaten Blrru;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memi.liki Lratas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat seternpat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem penrerintahan

Negara Kesatuan republik Indonesia;

6. Pemerinta-han Desa adalah penyelenggalaan urusal pereaerintahan

dan kepentingal masyarakat setempat dalam sistem Pernerintahan

lrl egara Kesatuan Republik lndonesia;

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa

sebagai ur?sur pen3'elenggara Pemerin tahan Desa;

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi perneritrtahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

q- Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa bla-ru diluar

desa yang ada berupa pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua)

desa atar. lebih, penggabungan bagian desa dari d.esa yang

bersanding menjadi
beberapa desa menjadi desa

1 (satu) desa dan penggari:Lgubaagan

baru;

1O. Dusun adalah Bagran wilayah Kerja Pemerintahan Desa;

11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersan

cling yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru-



BAB II
TUJUAN PEMBENTUI{AN DTSA PERSIAPAN

Bagiaa Pertama
Tujuan Pembeatukan Desa Persiapan

Pasal 2

(1) Pembentukan desa persiapan bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kes'ejatrteraan

masyarakat;

{21 Pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan penyel'enggaraan

pemerinfahan desa dan pela3'anan kepada masyarakat secara

berdaya guna daI1 berhasil guna sesuai denga:: tingkat

perkembangan dan keberhasilan pembangunan'

Bagian Kedua
Pembentukan Desa PersiaPan

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan waswttdi sebagai

pemekaran dari Desa waegeren Kecamatan Lolong Guba.

BA"B ITT

NAMADAIII{ASILPEMBENTUKANDESAPERSIAPAN

Pasal 4

Desa induk adalah tetap Desa Waegeren Kecamatan Lolong Guba' dan

nama desa hasil pembentukal adalah Desa Persiapan waswadi

Kecamatan Lolong Guba.

Pasal 5

(i) Desa Persiapan waswadi sebagaimana dimaksud padat Pasal 3

berasal dari sebagian wilaya-tr Desa Waegeren yartu Dusun Waswadi

serta RT/RVI yang masuk dalam wilayah yang dimekarkan"

(2) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Waswadi Kecamat;an Lolong

Guba, maka Desa waegeren Kecamatal Lolong Guba dikurangi

wilayahnya sebagaimarta dimaksud pada ayat (1)'

BAB IV
LUASDAI{BATASWILAYAHDESAPERSIAPAI{

Pasal 6

(1) Desa Persiapan waswadi Kecamatan Lolong Guba setrbagaimana

dimaksud Pasal 3 mempunyai luas wilayah t 30 KM2 dengan batas

wilayah sebagai heriknt:

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wamana Baru

b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tifu

c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Waegeren/Dusrun Migodo

d. sebelah barat berbatasan dengan Desa wamana Baru.



(1)

l2l

(2) Batas wilayah Desa Persiapan Waswadi sebagaimana dimat<sud pada

ayat(1)dituangkandalambentukPetaDesa/DenaDesayang
merupakan bagian yal?g tidak terpisahkan dari peratulran trupati ini'

BAB V
KEUIENANGAN DAN HI\K DESA PERSIAPAN

Pasal 7

Desa Persiapan Waswadi hanya melaksanakan urusan pemerintahan

yang diserahkan pelaksarlaannya oleh desa induk dan tidak memiliki

kewenangan apapun terhadap ufusan pemerintahan lainnya.

Pasal 8

Desa persiapal Waswadi tidak memiliki kewenangaa desat layaknya

desa definitif oleh sebab itu Desa Persiapan waswadi -iuga tidak

menrililn hak sela3'aknya desa definitif'

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat tu adalah menerima

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pernerintah Desa TTPAPD)

sebagaimana layaknya Kepala Dusun bukan sebagai Penjabat Kepala

Desa PersiaPan Waswadi.

untuk Desa Persiapan waswadi tidak berhak menerima apapun dari

pemerintah baik itu berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa

iprt ma\rpun bantuan lainnya kecuali melalui atau dib'erikan oleh

desa induk.

BAB VI
PELAI$AI{AANPEMERINTAIIANDESAPERSIAPAN

Pasal 9

untuk memimpin jalannya pernerintahan Desa Persiapan nnaka

diangkat penjabat kepala desa persiapan dari PNS'

penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Bada aYat

iii Ait"t"pkan oierr bupati setitah diterbitkannya surat yang memuat

ioO. registrasi desa persiapan dari gubernur'

penjabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugas dan

Le#ajlUanrry" di".suaikan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(3)

{1}

t2].

(3)

Pembiayaan Pembentukan
jawab desa induk.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 1O

Desa Persiapan Waswadi menjadi tanggung



BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAT{

Pasal 11

Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan

Desa PersiaPan Waswadi.

BAB f,X
KETENTUAT{ PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan d'iatur

lebih lanjut dengan Keputusan Bupati'

Pasa1 13

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orafig mengetah uinya, memerintahkan pengund an'ga]n

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Buru-

Ditetapkan di Namlea

Paraf Koordinasi

Asisten 1 6
Kepala DPM & D I
Kabag. Hukum A

RUV

UMASUGI

Diundangkan di Namlea
Pada tanggal 29 Desember 2Ol7

SEKRETARIS DAERAH

( L"uro""N BURU I

fr-rA, 1
/ AHMAD ASSAGAF

I
BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2OI7 NOMOR /49

Pada tanggal 29 Desember 2017


